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7/ TskDugaan Korupsi RSUD Mukomuko
Dilimpahkan ke Pengadilan

MUKOMUKO - Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Kejaksaan Negeri
Mukomuko akhirnya melimpahkan
berkas perkara dan 7 tersangka
dugaan korupsi RSUD Mukomuko ke
Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Ini setelah awal Juli lalu penyidik
Kejari Mukomuko menyerahkan 7
tersangka dan barang bukti ke JP1L

Setelah dilimpahkan, maka status
7 tersangka dugaan korupsi RSUD
Mukomuko sekarang ini menjadi ke-
wenangan pihak Pengadilan Tipikor
Bengkulu.

“Senin 15 Juli 2024 berkas sudah
masuk ke Pengadilan Tipikor Beng-
kulu. Maka dari itu 7 tersangka ini
sudah resmi menjadi tahanan Pen-
gadilan. Namun hingga kemarin 16
Tuli2024, 7 tersangka masih berada di
tahanan Polres Mukomukeo,” teran
Kepala Kejaksaan Negeri [Ke]ari%
Mukomuko, Yusmanelly SH, MH
melalui Kasi Intel Radiman, SH, MH.

Radiman menambahkan, saat ini
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari
Mukomuko tinggal menunggu jadwal
penetapan hari sidang dari Pengadi-
lan Tipikor Bengkulu.

Untuk 7 tersangka ini dikenakan
tuntutan subsider Pasal 3 Jo, Pasal 18
ayat (1) hurufa, huruf b, ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Rl Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pember-
antasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Ta-
hun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tin-
dak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP.

“Untuk 7 tersangka batas terakhir
ditahan di Polres Mukomuko paling
lama hingga 23 Juli 2024 mendatang,
karena masa perpanjangan dari 4
Juli 2024 lalu. Namun bisa saja lebih
cepat dipindahkan ke Rutan Malabe-
ro Bengkulu, tergantung Pengadilan
Tipikor Benghulu,” terang Radiman.

Radiman menjelaskan, berkaitan
dengan perkara ini Kejari Mukomuko
menujuk & [PU atau P16A.

Dimana JPU inilah yang nantinya
akan hadir bersama 7 tersangka di
pengadilan, untuk mengungkap hal
vang tidak disampaikan 7 tersangka
saat ditanya oleh penyidik.

Semua akan dikupas tuntas oleh
JPU di depan Hakim saat berada di
pengadilan nantinya.

“Tentunya 6 JPU ini, merupakan
jaksa yang berkompeten dan me-
mahami perkara ini. Sehingga tidak
menutup kemungkinan banyak fakta
baru yang akan terungkap nantinya
ketika 7 tersangka dihadapkan di
meja hijau,"tegasnya.

Lanjutnya, dari 7 tersangka sampai
dengan kemarin masih belum ada
juga yang melakukan pengembalian
Kerugian Negara (KN).

Hanya uang titipan sebesar Rp
20 juta ke Kejarl Mukomuko yang
dititipkan oleh anak salah satu ter-
sangka ketika dilakukan penahanan.

Kemudian juga dalam mengungkap
kemana aliran KN sebesar Rp4,8
miliar oleh penyidik masih belum
diketahui.

Sebab 7 tersangka saat ditanya
masih enggan menjelaskan kemana
saja, maka dari itu berkaitan den-
gan adanya potensi tersangka baru

akan dilihat dari fakta persidangan
nantimya.

“Mereka inl enggan menjawah
kemana aliran KN tersebut, maka
dari hal ini lah yang nantinya akan
di ungkap oleh JPU pada saat per-
sidangan. Potensi tersangka baru
kemungkinan besar ada kita tunggu
dulu hasil persidangan,” sampainya.

Lanjutnya, meskipun mereka eng-
gan menyampaikan kemana aliran
KN, berdasarkan bocoran pengakuan
para tersangka ketika diperiksa pe-
nyidik sebelumnya.

Dari KN tersebut ada dana non
budgeter. Hanya saja aliran dana
vang non budgeter tidak disebutkan.

" Dana non budgeter itu diambil
dari sejumlah transaksi keuangan
atau belanja yang dilakukan pihak
manajemen RSUD Mukomuko.

“Modus operandi tersangka, kira-
kira setiap pencairan, menurut
pengakuan mereka, itu menyisikan
sisikan 3,5 persen. Dan Itu digunakan
untuk non budgeter. Ini juga akan
menjadimateri di persidangan nanti-
nya, saya hanya bisa bocorkan se-
dikit. Jadi tidak terlalu saya lebarkan
lebih jauh. Yang jelas para tersangka
mengaku ada menyisihkan nang 3,5
persen setiap pencairan,” bebernya.

Untuk diketahui, dalam perkara
dugaan Tipikor ini menyebabkan
kerugian negara (KN) dari tahun
2016 hingga tahun 2021 sebanyak
Rp4,8 miliar lebih ini setelah dihitung
oleh tim auditor Kejati Bengkulu.

Rinciannya tahun 2016 KN men-
capal Rp#92,6 juta lebih. Tahun 2017
Rp 901.1 jutalebih, tahun 2018 Rp 1,1
miliar lebih, tahun 2019 Rp 1,3 miliar
lebih, tahun 2020 Rp 198.6 juta lebih
dan tahun 2021 sebesar Rp 285.6
juta lebih.

Dengan Total KN selama
enam tahun tersebut sebesar Rp
4.841.952.577. Modus yang dilakukan
tersangka, diduga melakukan belanja
yang tidak dilaksanakan (fiktif), be-
lanja pertanggungjawaban lebih
tinggi dari pengeluaran, mark up,
dan belanja yang tidak dilengkapi
dengan bukti SP.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil
audit yang dilakukan tim auditor
Kejati Benghkulu. Bahwa KN yang dit-
imbulkan dari perkara ini mencapai
Ep4.841.952.577 dalam kurun waktu
6 tahun dari 2016 ke 2021. KN terbe-
sar terjadi dari 2016 sampai dengan
2019. Sementara tahun 2020 dan
tahun 2021 relatif lebih kecil. Rincian
kerugian negara sesual dengan pers
realese kejari Mukomuko, yaitu 2016
sebesar Rp892.667.242. KN 2017
sebesar Rp901.161.017.KN 2018 naik
hingga menjadi Rpl.178.081.344.

Setelah itu Pada 2019 KN kembali
naik mencapai Rpl.385.986.661, dan
merupakan yang terbesar.

Sedangkan Tahun 2020 dan 2021
angka KN berkurang Rpl198.386.241
pada tahun 2020 dan pada 2021 KN
menjadi Rp285.670.122.

Sementara 7 tersangka yang saat
ini ditahan yaitu, Dr Tugur Anjas,
mantan Direktur 2016 - 2020, Andi
Fitriadi mantan Bendahara penge-
laran BLUD 2016-2019, Afri Dinata
mantan Kabid Keuangan 2018-2021,
Harnovi mantan Kabid Pelayanan
Medis 2017-2021, Khalik mantan
Perbandaharan Verifikasi keuan-
gan 2016-2021, Joni Mesra man-
tan Bendahara Pengeluaran BLUD
2020-2021, Herman mantan Kabid
Keuangan 2016-2018. (pir)






